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UUMD3adalak
melaluijudicial
veview keMKkarena
sifat putusanimah-
kemahyang final
danmengikat se-
hagaimana

- dijelaskandalam
Pasal10ayat (1) UV
Nomor8Tahun2011
tentang Mahkamal
Konstitusi.

. eberapa hari ini ramai
erdengar usulan agar
& Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menyikapi Undang-
Undang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3) yang belum
lama ini disahkan legislatif de-
ngan menetbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu MD3). Usulan
untuk menerbitkan perppuini
tidalbisa dilepaskan dari sikap
Presiden yang tidak menanda-
tangani pengesahan UUMD3,
meskipun secara hukum regu-
Lasitersebut tetap akan berlaku

. Secaraotomatis setelah 30 hari

diajukan pengesahannya oleh

+ DPRkepada Presiden. UUMD3

disahkan DPR melalui sidang
paripurna pada 12 Februari
2018. -

Melalui UU MD3 DPR me-

. mangsalahkaprah dan terlihat

ingin mengimunisasi anggota-
nyamelaluiprodukhukumyang
dibuatnya. Hukum dan kekua-
saan memang harus berjalan
beriringan untuk saling me-
ngontrol, tetapi fenomena saat
ini diresahkan banyak pihak
adalah UU MD3 memper-
lihatkan hukum dankekuasaan
telah menjadi satu dan saling
melegitimasi. Hal yang dikha-
watirkan akan terjadi kemu-
dian adalah kesewenang-we-
nangandansemakin membuka
celah perilaku koruptif serta
penyalahgunaankewenangan.
Indonesia menganut teori
triaspolitica dalam praktik ber-
negara, yaitu adanya pemisah-
an peran eksekutif, legislatif,
dan yudikatif dalam menjalan-
kan pemerintahan. Adanya pe-
ran eksekutif, legislatif, danyu-
dikatif dimaksudkan agar da-
lam menjalankan peran peme-
rintahanterjadicheckandbalan-
ces sehinggahukum dankekua-
saan tidak saling melegitimasi.
UUMD3 menunjukkan bahwa
peran legislatif kini semakin
diperluas sehingga tumpang
tindih dengan peran eksekutif
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dan yudikatif. Kasatmata se-
mua pthak menilai perluasan
kewenangan itu tidak semesti-
nyadan tidak tepat dalam kon-
sepcheckandbalances.

Seluruh pihak tampaknya ,

sepakat bahwa 2018 ini adalah
tahun politik, karena dimulai
dari digelarnya pilkada seren-
tak di 171 daerah hingga pun-
caknyapadasaatpemilihanpre-
siden (pilpres) pada 2019. Kon-
troversiUUMD3 nisangatme-
narik dibahas pada tahun poli-
tik dengan fragmentasi kepen-
tingan masing-masing pihak.
Presiden tidak menandata-
ngani UUMD31ni tentu
sajasalahsatupertim-
bangan politisnya
karena UU ituini
tidak populis di
mata rakyat
banyak.
Presiden
sebagai
petahana
masih akan
turut serta

dalam
kontestasi Pilpres2019.
Beberapa partai mengguna-
kanisu UUMD3 untuk kepen-
tingan politis dengan mewa-
canakan mengusulkan kepada
presiden untuk menerbitkan
Perppu.MD3. Diwacanakan
perppu karena dipandang ada
kegentingan mendesak untuk
segeramenyikapi UUMD3 dan
tentu sajakarena perppu yang
menandatangani hanya pre-
siden saja. Usulan mewacana-
kan perppu ini khususnya da-
tang dari koalisi yang meng-
usungpresidenpetahanauntuk
menggunakan momen blunder
DPR menerbitkan UUMD3un-
tukpoiticalpriveleges.

Kegaduhan Hukum
Wacana Perppu MD3 ini
mungkin sangat efektif untuk
tujuan politis di tahun politik.
Namun, perspektif hukum be-
lum tentu linier dengan per-
spektif politik. Dua hal ini yang
harus ditimbang oleh Presiden
untuk menerbitkan Perppu
MD3 atau menggunakan alter-
natiflain. Presiden harus berhi-
tung antara perannya sebagai
pemimpin
negara
(eksekutif)
yangharus

menggunakan hukum
sebagai dasar pijakan dalam
bertindak, mengingat Indo-
nesiaadalahnegarahukumatau
memanfaatkan political pri-
veleges
dalam isu UUMD3 padaka-
pasitasnya sebagai calon presi-
den yang akan turut sertaber-
kontestasi di pilpres menda-
tang,
Secarahukumperppudiatur
di dalam Pasal 22 ayat (1) UUD
1945 uncto Pasal 1 ayat (4) UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Per-
undang-undangan.  Perppu
adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan *
presidendalamhalihwalkegen-
tingan bersifat memaksa. Per-

ankeputusandalamrapat DPR.
Pada dasarnya, pengambilan
keputusan dilakukan dengan

oalanpemal halihwalke-  cara hmufakat, tapi
gentinganmemaksainilahakan  dalam hal ah mu-
berpotensimenimbulkankega-  fakat tidak terpenuhi keputus-
duhanjika presiden menerbit-  an diambil berdasarkan suara
kanperpputerkait MD3. terbanyak,

Jika presiden menerbitkan
perppu secara prosedur, presi-
den dapat dibenarkan karena
kepala negara memiliki norma
subjektif untuk menilai ke-
adaan negara mendesak mau-
pungenting Namun, mengacu
padaketentuan hukum positif,
maka jika diterbitkan Perppu
MD3 yang menganulir pasal-
pasal dalam UUMD3 yang baru

disahkan DPR akan tidak
efektif dalam kalkulasi hu-
kum. Pasal 52 ayat (1) UU
Nomor 12 Tahun 2011

menyatakan bahwa perp-
pusetelah disahkan pre-
siden harus diajukan ke-
pada DPR pada persi-
dangan bertkutnya

setelah perppu di-

tetapkan sehingga

tetap akan dibahas
olehDPR.

Secara hukum, jika pre-
siden - menerbitkan Perppu
MD3itutidakakanefektifmen-
jawab persoalan sebab perppu
secarajangka waktu hanya se-
mentaradansesegeramungkin
harus dimintakan persetujuan
DPRuntuk dijadikan undang-
undang, Halini dapat dipahami
karena DPR memiliki kekua-
saan legislatif yang diberikan
kewenangan menilai secara
objektif apakah terjadi kegen-
tingan yang memaksa. Pasal 52
ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor
12 Tahun 2011 menyebutkan
bahwa DPR akan memberikan
persetujuan atau penolakan
suatuperppu berdasarkan rap-
atparipurna.

Konsekuensi atas wacana
penerbitanMD3 dapatdikalku-
lasi pada Pasal 272 tata tertib
mengenai tata cara pengambil-

Mekanisme ini berlaku saat
pembahasan perppu apakah
akan  disahkan  menjadi
undang-undang atau ditolak.
Jika perppu tersebut ditolak,
maka akan dituangkan dalam
keputusan rapat paripurna
DPR dan sebagaitindak lanjut-
nya perppu dinyatakan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
lagi sebagaimana mekanisme
Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 12
Tahun2011.

Dalam hal perppu harus di-
cabutdandinyatakantidakber-
lakulagi mekanisme pada Pasal
52ayat (6) dan ayat (7) UUNo-
mor 12 Tahun 2011, DPR atau
Presiden dapat mengajukan
RUU pencabutan perppu yang

atau memanfaatkan political
privelegesatasblunder UUMD3.

Jika tujuan wacana pener-
bitan Perppu MD3 ini untuk
kepentingan bangsa dan ne-
gara, maka yang harus diper-
baikiadalahnormahukumnya.
Adafenomenamenarik terkait
UUMD3 ni, yaitu Mahkamah
Konstitusi (MK) pernah me-
nerbitkan putusan nomor
138/PUU-VII/2009 yang me-
rumuskan ukuran objektif dan
kegentingan yang memaksa
terkait penerbitan perppu. Su-
dah tepat statement dari Pre-
siden Jokowi yang memper-
silakan masyarakat tidak puas
untuk melakukan judicial re-
view UUMD3keMK; halinise-
kaligusmenilaiapakahMKma-
sih objektif, netral, dan kon-
sisten.

Saat ini solusi paling tepat
untukmenguji UUMD3adalah
melalui judicial review ke MK
karena sifat putusan mahka-
mahyangfinaldanmengikatse-
bagaimana dijelaskan dalam

mengatur segala konsel
hukum atas pencabutan ter-
sebut,

Menguji Mahkamah
Konstitusi

Wacana penerbitan Perppu
MD3 secara hukum akan me-
nambah kegaduhan bangsa.

Pasal10ayat (1) UUNomor8 Ta-
hun 2011 teritang Mahkamah
Konstitusi. Mekanisme ini
telah sesuai dengan prinsip
checkand balances padanegara
hukum ketimbang menerbit-
kan Perppu MD3 yang berpo-

tensimenimbulkan kegadul

Logikanya yang menilai ada
atautidaknyakegentinganada-
lahpresidendengannormasub-
jektifnya dan dievaluasi oleh
DPR dengan haknya sebagai-
mana telah diuraikan di atas.
Lalu sumber kegentingan me-
maksa ituadalah DPRitu sen-,
diri dengan komposisi yang sa-
ma persis ketika membuat UU
MD3. Ini tentu akan menjadi
sumber kegaduhan jika dilihat
dari mekanisme hukum yang
ada. Kecuali tujuan wacanaini
adalah tujuan politik praktis di
tahun politik, maka kembali
kepada tujuan wacana pener-
bitan Perppu MD3; apakah
memperbaiki- norma hukum

baru.
UUMD3saatinisedangdi-
lakukan judicial review MK.
Putusan yang tepat serta me-
menuhi rasa keadilan masya-
rakat akan mampu mengem-
balikan citra MK sekaligus
menyelesaikan polemik UU
MD3. Tetapi sebaliknya, jika
MK menerbitkan putusan
yang kontroversial, maka isu
“lobi-lobi" di MK tervalidasi
danlembaganegarainibukan
lagi menjadi check and ba-
lances namun menjadi check
and compromise . Jika hal ter-
sebutterjadi, negarainibetul-
betul dalam kegentingan
yangmendesak.®
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